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Abstract

This research aims to examine the political recruitment process carried out by two Islamic Nationalist Parties in recruiting
female Bacaleg in the 2019 Legislative Election in Tangerang City. The discussion regarding women'’s participation in
political contestation is still an interesting issue because the political world is believed to be a realm that is thick with
patriarchal culture, so it often causes unfair treatment received by women when they try to attend through political
recruitment activities organized by political parties. Hazan and Rahat’s theory of political party organizing related to
political recruitment was used to dissect the field findings. This study uses qualitative research methods descriptive case
study approach with comparative structure. The result of this study is that PPP and PAN in recruiting female candidates
apply the same pattern, which tends to lead to exclusivity and its implementation is in accordance with Article 29
paragraph (2) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, because these two parties carry out political
recruitment openly. The reason for the lack of women occupying numbers 1 and 2 is due to the lack of value weight from
women which affects the process of assigning sequence numbers for candidates.

Keywords: political parties; political recruitment; PPP; PAN; women.

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengkaji proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh dua Partai Islam Nasionalis
dalam merekrut Bacaleg perempuan pada Pileg 2019 di Kota Tangerang. Perbincangan terkait partisipasi
perempuan dalam kontestasi politik masih menjadi isu menarik karena dunia politik dipercayai sebagai ranah
yang kental dengan budaya patriarki, sehingga kerap menimbulkan perlakuan tidak adil yang diterima oleh
kaum perempuan manakala mereka berusaha untuk hadir melalui kegiatan rekrutmen politik yang
diselenggarakan oleh partai politik. Teori pengorganisasian partai politik terkait rekrutmen politik milik
Hazan dan Rahat digunakan untuk membedah temuan lapangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif dengan struktur komparatif. Hasil penelitian ini adalah PPP dan
PAN dalam melakukan rekrutmen Bacaleg perempuan menerapkan pola yang sama, yakni cenderung
mengarah ke eksklusif dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011
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tentang Partai Politik, karena kedua partai ini melaksanakan rekrutmen politik secara terbuka. Alasan
sedikitnya perempuan menduduki nomor urut 1 dan 2 disebabkan oleh minimnya bobot nilai dari perempuan
yang memengaruhi proses penetapan nomor urut bagi Bacaleg.

Kata kunci: rekrutmen politik; partai politik; perempuan; PPP; PAN.

I. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan keterwakilan
perempuan dalam dunia politik
digalakkan sebagai bentuk dukungan untuk
menciptakan kesetaraan gender (Agustyati,
2020; Awufar et al, 2022; Ikmal, 2019;
Sutrisno, 2016; Wulandari, 2020). Selain itu,
upaya dihadirkannya perempuan pada
ranah politik pun untuk
mematahkan konstruksi sosial yang bersifat
negatif mengenai perempuan dan sekaligus
sebagai bentuk perwujudan bahwasanya
kaum perempuan pun berhak untuk tampil
di ruang public (Aufar et al, 2022;
Firmansyah & Faradhila, 2022; Mayrudin et
al., 2022; Priandi & Roisah, 2019; Sari, 2020).
Hal ini merupakan salah satu bentuk
pengimplementasian dari kebijakan aksi
afirmasi (affirmative action) guna
memberikan peluang yang sama antar
kelompok dalam suatu bidang yang sama,
dengan
sebanyak 30 persen dalam
kepengurusan partai politik maupun untuk
mengikuti Pemilu (Arka, 2021; Hadi, 2014;
Kambuaya, 2015). Dalam mewujudkannya,

terus

bertujuan

misalnya menyerukan  syarat

minimum

Lembaga legislatif telah mengesahkan
berbagai UU  guna  meningkatkan
keterwakilan perempuan di dunia politik
(Komisi Pemilihan Umum, 2018;

Pemerintah Pusat, 2008, 2017). Namun
beberapa peneliti berpendapat jika berbagai

UU itu masih jauh dari yang diharapkan

Permendagri No. 8 Tahun 2019 (Ahmadi,
2019; Raharja, 2019; Sofian & Nahdiah,
2022), jika jumlah
keterwakilan perempuan di DPR RI setiap
periodenya saja masih bersifat fluktuatif
dan
sebanyak 30 persen seperti yang diharapkan
(Ekawati, 2015; Umagapi, 2020).

karena melihat

tidak pernah mencapai jumlah

Jumlah anggota perempuan yang
fluktuatif pun terjadi di Kota Tangerang,
berdasarkan data (BPS Kota Tangerang,
2017, 2022), jumlah keterwakilan
perempuan di DPRD Kota Tangerang tidak
pernah mencapai 30 persen. Dengan
demikian, partai politik perlu berupaya
lebih untuk meningkatkan keterwakilan
perempuan yang dapat ditunjukkan melalui
agenda rekrutmen politik. Minimnya
kehadiran perempuan di dunia politik tidak
serta merta menjadi tanggungjawab parpol
saja, karena realitanya menurut (Ballington
& Matland, 2004) berpendapat jika kaum
perempuan harus menghadapi sejumlah
tantangan yang lebih banyak daripada
kaum laki-laki, misalnya dengan adanya
budaya patriarki yang masih langgeng di
lingkungan Masyarakat (Ballington &
Matland, 2004; Sakina & A., 2017; Umagapi,
2020). Apalagi dengan budaya masyarakat
Indonesia yang sarat dengan pengaruh nilai
keislaman sebagai agama mayoritas, yang
menjadikan peran dan kedudukan dari
kaum perempuan yang dipengaruhi oleh
budaya patriarki pun secara tidak langsung

POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

77



POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

terbentuk dengan ajaran islam (Adiwilaga,
2017; Indriyany et al., 2020; Kumari, 2016;
Sweinstani, 2019).

PPP dan PAN selaku partai Islam
nasionalis
meningkatkan keterwakilan perempuan di
ranah politik (Amanda, 2022; Baidoi, 2008;
Fransiska, 2003; Kiswondari, 2022; Mansur
& Hermawan, 2018; Rochim, 2019). Hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya kader
perempuan yang diikutsertakan pada Pileg
di Kota Tangerang pada tahun 2019 lalu.
Bagi lima dapil di Kota Tangerang, PPP
berhasil
sebanyak 19 orang atau seb39,58%, atau
sebesar 39,58 persen,
sebanyak 20 orang atau berjumlah 42,55
persen, yang mana jumlahnya lebih banyak

telah mengamanatkan untuk

mengikutsertakan  kadernya

sementara PAN

daripada Partai Islam nasionalis lainnya
(KPU Kota Tangerang, 2019). Namun
penulis menemukan hal yang menarik,
yakni nomor urut 1 dan 2 di kelima Dapil
Kota Tangerang mayoritas diduduki oleh
kader laki-laki, sedangkan kader
perempuan dari PPP dan PAN mayoritas
menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah.
Namun, berdasarkan penelitian (Ahmadi,
2019; 2015; Ramadhany &
Rahmawati, 2020; Umagapi, 2020) nomor
urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan
peluang besar terpilihnya Caleg dalam
kontestasi politik.

Jovani,

Pada diagram di atas, meskipun
terdapat kader perempuan yang
menduduki nomor urut 1 atau 2, tetapi
jumlahnya hanya sedikit, sementara sisanya
menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah.
Fenomena itu menyiratkan bahwasanya

kehadiran
dijadikan “pemanis” saja untuk memenuhi
persyaratan yang
dibebankan bagi partai politik (Andari &
Adnan, 2018; Mafatihul, 2015; Mayrudin et
al., 2022; Silalahi et al., 2019; Umagapi,
2020). Lebih jauh lagi, (Labolo, 2015) menilai
jika agenda politik  yang
dilakukan oleh parpol di Indonesia saat ini
dilakukan secara instan dan tak jarang pula
dilakukan secara tertutup, serta dalam
proses penentuan nomor urut pun parpol
lebih memprioritaskan segelintir individu
yang memiliki modal sosial, semisal tokoh

perempuan dirasa  hanya

mengikuti Pileg

rekrutmen

partai yang memiliki popularitas tinggi
(Halim, 2019), tokoh partai yang telah aktif
sejak lama dalam partai politik tersebut
(Himawan et al, 2015), dan tokoh
partai (Ahmadi, 2019).
Berangkat dari berbagai persoalan yang
telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan
melihat perbedaan atas bagaimana pola
partai politik yang memiliki asas keislaman
dan nasionalis yaitu PPP dan PAN dalam
melakukan  kegiatan rekrutmen bagi
Bacaleg perempuan, akankah bersifat
sentralisasi atau desentralisasi.

incumbent dari

15
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Gambar 1. Nomor Urut Caleg Perempuan PPP dan PAN
Sumber: (KPU Kota Tangerang, 2018)

POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License



POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

ILMETODE

Dalam menyusun ini,
metode yang digunakan ialah metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus
yang bersifat komparatif. Penggunaan
struktur komparatif, menurut (Yin, 2018)

penelitian

digunakan untuk membandingkan
terhadap dua kasus atau lebih, yang mana
dalam tulisan  ini ialah  untuk

membandingkan pola rekrutmen politik
berbasis keadilan gender terhadap dua
Partai Politik yang menggunakan ideologi
yang sama, yakni PPP dan PAN. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa teknik wawancara
yang dilakukan secara tidak struktur
kepada informan yang telah ditentukan
sehingga
menggunakan teknik purposive sampling

sebelumnya, penulis
untuk menentukan informan yang didasari
atas pertimbangan tertentu
menghasilkan data yang
menyangkut penelitian, seperti kepada 8
orang informan yang terlibat dalam proses
rekrutmen politik dari kedua partai politik.
Selain itu, penulis pun menggunakan teknik
dokumentasi untuk menunjang penelitian
yang berasal dari dokumen kedua partai,
publikasi KPU dan BPS Kota Tangerang,
hingga artikel dan jurnal penelitian yang
telah terpublikasi di internet.

guna
relevan

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

PPP dan PAN merupakan partai Islam
nasionalis yang telah berkecimpung cukup
lama di dunia perpolitikan Kota Tangerang.
PPP telah hadir di Kota Tangerang sejak
tahun 1991, pada masa itu PPP bertarung

dengan dua partai lainnya yang membawa
paham ideologi PPP
dengan ideologi Islam, PDI dengan paham
nasionalis sekunder, dan Partai Golkar yang
membawa
Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh
(DPC PPP Kota Tangerang, 2023), PPP telah
mengikuti 6 kali Pileg di Kota Tangerang.

masing-masing,

paham ideologi Pancasila.

telah meramaikan
sejak
terbentuknya partai itu, yaitu pada tahun
1999 (Wawancara dengan Iwan Cahyadi
selaku Wakil Ketua DPD Periode 2016-2021
di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13
Januari 2023). Pada tahun yang sama, PAN
langsung menyiapkan para kadernya untuk
diikutsertakan pada Pileg pertamanya di
tahun 1999. Dari penyampaian Iwan pun,

Sementara PAN

perpolitikan di Kota Tangerang

partai ini telah mengikuti Pemilu sebanyak
5 kali. Untuk menjaga eksistensi dari kedua

partai tersebut, PPP dan PAN terus
melakukan  rekrutmen  politik  dan
mempersiapkan kader pada kontestasi

politik, yang mana pada penelitian ini
penulis menggunakan teori
pengorganisasian partai politik terkait
rekrutmen politik dari pemikiran Hazan
dan Rahat dalam (Katz & Crotty, 2006),
seperti berikut.

Pihak Yang Dapat Dinominasikan

Berdasarkan keterangan dari para
informan yang berasal dari PPP dan PAN,
mereka mengatakan jika masing-masing
partai dalam melakukan rekrutmen politik
memanfaatkan media cetak berupa spanduk
dan pamflet yang disebarkan ke seluruh

daerah di Kota Tangerang guna menarik
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para kandidat, baik bagi laki-laki dan
perempuan yang kemudian pendaftaran
akan diarahkan kepada Sekretariat masing-
masing partai politik. Meskipun ditemukan
kedua partai, tetapi
ditemukan perbedaan dalam mengajukan
persyaratan kepada para Bacaleg. Jika di
PPP, Rahmi selaku perempuan yang gagal
untuk maju menjadi Caleg tahun 2019 lalu
menuturkan bahwa persyaratan yang
diajukan oleh PPP adalah diwajibkan
beragama Islam dan bisa membaca Al-
Qur’an, namun beliau mengatakan jika
dirinya  gagal
dikarenakan usia yang belum memenuhi
syarat (Wawancara dengan Rahmi Rizfa A
di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04
Desember 2023).

kesamaan dari

untuk  maju  hanya

Sedangkan  di =~ PAN, Fauzan
mengatakan jika masing-masing Bacaleg
wajib untuk melampirkan sertifikat Latihan
Kader Amanat Dasar (LKAD) (Wawancara
dengan Fauzan Manafi Albar di Kediaman
Fauzan, 10 Desember 2022). Walaupun
memang pada realitanya menurut Fiorita
persyaratan tersebut tidak diwajibkan
ketika melakukan pendaftaran (Wawancara
dengan Fiorita di Menjulang Kedai Kopi
Eps. 2, 16 Januari 2023). Dari penuturan
para informan tersebut, dibuktikan bahwa
pihak PPP dan PAN tidak mengajukan
persyaratan yang sulit bagi masyarakat,
apalagi bagi
dipenuhi. Alasannya,
diajukan oleh kedua partai hanya mengacu
kepada PKPU yang berlaku, walaupun
memang PPP dan PAN memberikan
persyaratan tersendiri bagi para Bacalegnya.

kaum perempuan untuk
persyaratan yang

Sementara itu, kedua partai pun
melakukan metode lainnya. Semisal pada
partai berlogo Ka’bah, partai ini mendatangi
langsung kepada para perempuan yang
memiliki pengaruh besar di lingkungan
masyarakat. Yati, DPC PPP
sebagian besar lebih mencari kandidat yang
berasal dari tokoh agama, seperti Ustaz dan
Ustazah di Majelis Ta'lim atau mereka yang
berasal dari organisasi Islam, semisal NU
dan Muhammadiyah. Bahkan, partai ini
pun membuat surat undangan kepada
beberapa tokoh, baik laki-laki atau pun
perempuan untuk mendaftarkan  diri
mereka sebagai Bacaleg (Wawancara
dengan Yati Rohayati melalui WhatsApp,
23 Desember 2022). Tidak jauh berbeda
dengan yang dilakukan oleh PPP, partai
berlogo pun
mengunjungi individu yang

Menurut

matahari  bersinar  ini
segelintir
dipercayai memiliki kapasitas yang besar
pada Kkontestasi politik,
menurut Iwan saat ditemui di Sekretariat
DPD PAN Kota Tangerang, PAN lebih
memilih segmen masyarakat yang berasal
dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para
mantan birokrat yang berasal dari kerabat
para kader PAN itu sendiri, misalnya
mantan anggota legislatif, mantan camat,
dan sejenisnya. Jika divisualisasikan akan
seperti berikut.

untuk  maju

INKLUSIF

EKSKLUSIF

Gambar 2. Pihak Yang Dapat Dinominasikan

Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023
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Atas dasar analisis dan

divisualisasikan pada gambar di atas, maka
pada indikator pertama ini PPP dan PAN

penulis

menerapkan rekrutmen cenderung
eksklusif. Hal ini ditunjukkan dengan
diwajibkannya bagi masyarakat untuk

menjadi anggota partai politik terlebih
dahulu untuk mendaftarkan Bacaleg. Selain
itu, kedua partai itu pun melakukan
kunjungan terhadap segelintir orang yang
memiliki ~ potensi
memenangkan Pileg. Hal ini pun dilakukan
pula oleh partai politik lainnya, misalnya
Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja, Partai
Gerindra Kota Tasikmalaya, dan Partai
Perindo Kabupaten Merangin pada Pileg
2019 (Lembang, 2021; Nazaruddin &
Warsono, 2021; Yusuf, 2019).

dipercayai untuk

Aktor Yang Melakukan Penyeleksian

Dalam melakukan rekrutmen Bacaleg
perempuan, DPC  PPP
tanggung jawabnya kepada bidang LP2 dan
WPP selaku organisasi sayap perempuan
dari PPP. Anggota dari LP2 ini menurut
Rahmi (Wawancara dengan Rahmi Rizfa A
di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04
Desember 2023) terdiri dari Ketua,
Sekretaris, Bendahara, dan anggota partai
lainnya yang ditunjuk oleh Ketua selaku
orang yang memiliki jabatan tinggi di
kepengurusan politik.  Saat
ditanyakan alasan diikutsertakannya para
elite partai dalam rekrutmen Bacaleg,
Kholid mengatakan jika PPP sangat berhati-
hati dalam memilih Bacaleg, semisal dengan
melihat latar belakang Bacaleg (Wawancara
dengan Kholid Mansyur di Sekretariat DPC
PPP Kota Tangerang, 19 Desember 2022).

memberikan

partai

Jika PPP memiliki LP2 dan dibantu pula
WPP, PAN mempunyai bidang yang
serupa, yakni KPPD dan dibantu pula oleh
yakni
PUAN. Untuk komposisi anggota dari
KPPD, memiliki kesamaan dengan LP2
yang berada di PPP, menurut Fauzan
(Wawancara dengan Fauzan Manafi Albar
di Kediaman Fauzan, 10 Desember 2022)
dan Rita (Wawancara dengan Rita Satria di
Perumahan  Permata  Pamulang, 29
Desember 2022), bahwa komite ini terdiri
Ketua DPD yang dibantu oleh
Sekretaris DPD serta elite partai lainnya.
Dengan demikian, jika diilustrasikan akan
seperti di bawah ini.

organisasi otonom perempuan

dari

INKLUSIF EKSKLUSIF
i
PAN O

Gambar 3. Aktor Yang Melakukan Penyeleksian

Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

Sehingga, kedua partai itu dapat
dinilai bersifat cenderung eksklusif, karena
pihak yang melakukan rekrutmen terhadap
Bacaleg perempuan ialah para elite partai di
tingkat daerah. Meskipun yang berperan
besar adalah para petinggi partai yang
tergabung dalam suatu bidang, yakni LP2
dari PPP dan KPPD dari PAN tetapi
ditemukan pula adanya partisipasi dari
anggota partai yang dicerminkan hadirnya
WPP dan PUAN dalam menyeleksi Bacaleg
perempuan. Hal yang serupa pun
dilakukan oleh PPP dan PAN di daerah
lain, seperti di PPP Kota Semarang (Hadi,
2014), PPP Kabupaten Bekasi (Hasanah,
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2016), PAN Kabupaten Sidoarjo (UB &
Sukmana, 2015) dan PAN Kota Bekasi

(Anshari & Fadiyah, 2019). Bilamana
informasi yang penulis peroleh
disandingkan  dengan informan dari

penelitian lain (Anshari & Fadiyah, 2019;
Hadi, 2014; Hasanah, 2016; UB & Sukmana,
2015), didapatkan kesamaan hasil temuan

mengenai adanya kehati-hatian dalam
memilih Bacaleg yang akan mewakili
partainya, sehingga para elite partai

diikutsertakan sebagai panitia rekrutmen
politik.

Lokus dan Jenjang Kaderisasi

Pada PPP, menurut penuturan Kholid
saat ditemui di Sekretariat DPC PPP Kota
Tangerang (Wawancara dengan Kholid
Sekretariat DPC PPP Kota
Tangerang, 19 Desember 2022), dirinya
mengatakan jika proses rekrutmen berupa
penyerahan  formulir  dilakukan  di
Sekretariat DPC PPP Kota Tangerang,
penyerahan formulir juga dibarengi dengan
penyerahan  persyaratan yang perlu
dipenuhi sesuai dengan PKPU No. 20
Tahun 2018, sementara kepengurusan partai
di tingkat kecamatan yaitu PAC dan tingkat
kelurahan yaitu Ranting hanya bertugas
untuk membantu melakukan sosialisasi dan
melakukan pencarian kandidat kepada
masyarakat di Kota Tangerang. Hal serupa
pun disampaikan oleh Yati seperti berikut.

Mansyur,

“Awalnya kami mengadakan sosialisasi
dengan pengurus harian di seluruh tingkatan
sampai kelurahan itu. Lalu selanjutnya kita
dengan  kader-kader PPP  juga
masyarakat umum. Nah mereka yang ada di

sosialisasi

tingkat kecamatan dan kelurahan biasanya juga
bantu mencari kandidat, sebut aja jemput bola
dan kita serahkan juga surat undangan untuk
menjadi Bacaleg dan datang ke Sekretariat kita.
Untuk penyeleksian ya kita lakukan pada tingkat
daerah  ya,  dilakukan  secara  bersama-
sama.” (Wawancara dengan Yati Rohayati
melalui WhatsApp, 23 Desember 2022).

Hal serupa pun dilakukan oleh partai
yang hadir pada reformasi, yaitu PAN
seperti yang disampaikan oleh
berikut.

Iwan

“Untuk rekrutmen sendiri kita melibatkan
seluruh elemen partai ya, baik KPPD, pihak
DPD, anggota partai tingkat kecamatan, serta
kelurahan atau ranting. Semua membantu
untuk  mensosialisasikannya  dan  mencari
kandidat, yang nantinya untuk penyerahan
berkas kita itu di Sekretariat DPD PAN Kota
Tangerang. Kalo penyeleksian itu kita lakukan di
juga [Sekretariat DPD PAN Kota
Tangerang] yang melibatkan KPPD dan
anggota partai tingkat kota aja.” (Wawancara
Iwan Cahyadi di Sekretariat DPD PAN Kota
Tangerang, 13 Januari 2023).

sini

Begitupun yang disampaikan oleh
Fauzan yang menyampaikan jika rekrutmen
Bacaleg memang mengikutsertakan seluruh
kepengurusan partai tingkat kota
hingga kelurahan, yang mana mereka
membantu untuk melakukan sosialisasi dan

dari

pencarian  kandidat untuk dijadikan
Bacaleg. Lalu untuk penyerahan
persyaratan dan dilanjutkan dengan
kaderisasi  serta  penyeleksian, PAN

melakukannya di tingkat pusat yaitu di
Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang
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sebagai kepengurusan tertinggi di tingkat
Kab/Kota (Wawancara dengan Fauzan
Manafi Albar di Kediaman Fauzan, 10
Desember 2022). Sehingga pada indikator
ini dapat digambarkan sebagai berikut.

INKLUSIF EKSKLUSIF
Regional m
| p— |
| PAN 5 |

Gambar 4. Lokus dan Jenjang Kaderisasi

Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

Berdasarkan gambar itu, dapat
disimpulkan jika kedua partai memiliki
kesamaan, yaitu sama-sama melakukan
rekrutmen penyeleksian di
kepengurusan partai tingkat pusat, yakni
Kabupaten/Kota  selaku  kepengurusan
partai tertinggi di tingkat daerah, yang
mengartikan jika kedua partai nyatanya
masih bersifat sentralistis. Alasannya,
walaupun telah mengikutsertakan
kepengurusan partai di tingkat Kecamatan
hingga Kelurahan untuk mencari kandidat,
namun pada proses penyeleksian hanya
mengikutsertakan pihak KPPD yang terdiri
dari petinggi partai dan anggota partai di

tingkat Kabupaten/Kota saja.

dan

Hal serupa pun ditemui juga pada
DPC PPP dan DPD PAN lainnya di
Indonesia, misalnya pada DPC PPP Kota
Semarang (Hadi, 2014) dan DPC PPP
Kabupaten Bekasi (Hasanah, 2016) yang
menggunakan pola yang sama dengan DPC
PPP Kota Tangerang, dari kedua penelitian
itu menghasilkan bahwasanya pihak DPC
PPP dalam melakukan rekrutmen memang

dibantu oleh kepengurusan partai di tingkat

Kecamatan yaitu PAC dan tingkat
Kelurahan yaitu Ranting, namun saat
dilakukannya penyeleksian, pihak PPP

hanya melakukannya pada kepengurusan
partai di tingkat Kabupaten/Kota, dengan
alasan untuk mempersingkat waktu dalam
penyiapan para kandidat. Sementara PAN
pun demikian, semisal pada DPD PAN
Kabupaten Musi Banyuasin (Ropik &
Wijaya, 2019) dan DPD PAN Kota Medan
(Qowi, 2022) jika
rekrutmen politik memang dibantu oleh
pihak kepengurusan tingkat Kecamatan dan
Kelurahan, tetapi dalam menjalankan
kaderisasi berupa LKAD yang diwajibkan
diikuti oleh  seluruh  Bacaleg
penyeleksian hanya dilakukan pada tingkat

yang menghasilkan

dan

Kabupaten/Kota.

Proses Pemutusan Kandidat

Dalam proses pemutusan kandidat,
kedua Partai Islam nasionalis ini dapat
dikatakan bersifat eksklusif. Alasannya,
meskipun para pengurus partai
mengatakan jika mereka menggunakan
model pemilihan dengan metode scoring,
namun pada realitanya semua keputusan
dikembalikan lagi kepada para elite partai
karena telah menyiapkan nomor
strategis yang ditunjukkan bagi segelintir
individu atas dasar beberapa hal, misalnya
di PPP seperti yang diungkapkan Rahmi
berikut.

urut

“Untuk penentuan nomor urut sendiri,
setau saya dilihat kelayakannya. Terus juga
untuk nomor urut 1 sampai 3 itu ya biasanya
incumbent dan udah lumutan [anggota lama] di
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PPP. Terus misalkan ada faktor eksternal ya
dilihat ada potensi apa sih yang dibawa. Dan itu
semua yang ngurus sih yang atas [elite partai]
ya.” (Wawancara dengan Rahmi Rizfa A di
Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04
Desember 2023)

Dari ucapannya, dibuktikan bahwa
tokoh incumbent dan lamanya seorang
kader di partai dapat mempengaruhi
pemberian nomor urut. Alur yang serupa
pun dilakukan oleh DPD PAN Kota
Tangerang, meskipun menurut pemaparan
penentuan nomor hanya
hasil scoring
(Wawancara dengan Iwan Cahyadi di
Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13
Januari 2023). Tetapi, pernyataan tersebut
bertentangan dengan keterangan Rita yang

Iwan urut

didasarkan atas metode

menegaskan jika penentuan nomor urut
pada partai tersebut telah direncanakan
oleh elite partai, bahkan dirinya yang
menduduki nomor urut 3 dikarenakan
adanya kedekatan dengan petinggi partai
dari partai yang muncul pada era reformasi
ini, seperti berikut.

"Ada yang wudah ditentuin [kandidat
Caleg] dari pusat. Jadi DPD yang cari
kandidatnya, nanti semua pemutusan balik lagi
di pusat. Semua parpol kaya gitu, ga cuman
PAN aja, semua itu permainan. Terus juga kalo
kamu mau tau, nomor urut 1, 2, dan 3 itu udah
pasti titipan. Kaya ibu aja, ibu kan jatuhnya
dibeli gitu ya dari partai lain, terus juga ibu
deket sama Ketua PAN dulu, Pak Ali Taher, [bu

langsung  ditempatkan  di  nomor  urut
3." (Wawancara dengan Rita Satria di
Perumahan Permata Pamulang, 29
Desember 2022).

Dari ucapannya, didapati informasi
bahwa DPD PAN nyatanya menggunakan
model penunjukan yang dicerminkan
adanya campur tangan elite partai di
tingkat pusat dalam proses pemutusan
kandidat ini. Tak hanya demikian, beliau
pun sangat berani
keterangan bahwa nomor urut strategis
seperti 1 hingga 3 telah “disimpan” bagi
kader-kader tertentu atas rekomendasi dari
para elite partai, baik di tingkat wilayah
bahkan pusat, didapati
bahwasanya nomor urut menjadi suatu hal

untuk memberikan

sehingga

yang sangat penting bagi Bacaleg manakala
Pileg dilakukan.

Pemberian nomor urut kepala seperti 1
hingga 3 bagi para politisi yang memiliki
pengaruh besar di partai politik nyatanya
bukan suatu fenomena yang lumrah.
Alasannya beberapa hasil penelitian
menunjukkan jika nomor urut 1, 2, dan 3
merupakan nomor yang telah
disiapkan bagi mereka yang memiliki
jabatan tinggi di partai, misalnya Ketua dan
Wakil Ketua (Mayrudin et al, 2022;
Setiawan, 2015), sosok petahana dan pihak
yang digadang-gadang akan menjadi elite
partai di masa yang akan datang (Kirono,
2019), politisi yang mempunyai modal
sosial, lamanya menjabat di partai, dan

urut

memberikan sumbangsih besar bagi partai
politik (Sulastri et al., 2020), serta adanya
ikatan kekerabatan antara Bacaleg dengan
petinggi partai (Purwaningsih, 2022). Jika
berkaca pada DCT Anggota DPRD Kota
Tangerang 2019 (KPU Kota
Tangerang, 2018), alasan para Caleg PPP
menduduki nomor urut kepala karena
mereka merupakan tokoh yang memiliki

tahun
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pengaruh dari masing-masing partai politik.
Pada PPP misalnya, Yati yang menduduki
nomor
merupakan tokoh incumbent dan beliau
pun menjabat sebagai Ketua partai pada
kala itu dan Rita memperoleh nomor urut 3
karena dirinya merupakan Bacaleg yang
“dibeli” dari partai lain, bahkan dirinya
juga memiliki kedekatan dengan elite partai
di PAN. tidak
mengherankan jika para Caleg tersebut
dapat menduduki nomor urut strategis
pada Pileg tahun 2019 silam.

urut 1 dikarenakan dirinya

Dengan  demikian,

Beberapa  tulisan
bahwa nomor urut strategis, seperti nomor
urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan
peluang besar terpilihnya Caleg dalam
(Ahmadi, 2019; 2015;
Ramadhany & Rahmawati, 2020; Umagapi,
2020). Hal ini pun dibuktikan dengan hasil
Pileg 2014 dan 2019 di Kota Tangerang lalu,
yang menunjukkan jika para Caleg yang
lolos menjadi pemenang dalam kontestasi
politik itu sebagian besar memiliki nomor
urut antara 1 dan 2 (KPU Kota Tangerang,
2014, 2019). Terkait nomor urut, Rita selaku
Caleg PAN sempat menyinggung hal ini
seperti berikut.

menyimpulkan

Pemilu Jovani,

“Banyak yang bilang nomor urut itu ga
masalah, tapi dilihat dulu yang terpilih punya
pengaruh besar ga? Terus juga orang tua pasti
milihnya yang ga jauh dari logo partai, ya
nomor satu. Nyatanya juga kemarin yang ibu
lihat, nomor paling terakhir cuman dapet 16
suara doang, masih mau bilang nomor urut ga
ngaruh?” (Wawancara dengan Rita Satria di
Perumahan  Permata 29

Desember 2022).

Pamulang,

Berdasarkan hasil penelitian (Ahmadi,
2019; Jovani, 2015; Ramadhany &
Rahmawati, 2020; Umagapi, 2020) dan
didukung oleh DCT dan hasil Pileg tahun
2014 dan 2019 di Kota Tangerang (KPU
Kota Tangerang, 2014, 2019),
penuturan Rita, dapat disimpulkan bahwa
walaupun pada saat ini banyak Caleg yang
berhasil duduk di kursi parlemen yang
berasal dari nomor urut 4 hingga ke bawah,
tetapi nomor urut 1 hingga 3 pada
realitanya  memang
pengaruh yang besar untuk memenangkan
kontestasi politik. Pada tahapan pemutusan
kandidat yang dijalankan oleh kedua Partai
Islam nasionalis eksklusif.
Karena dari hasil wawancara dan analisis
penulis, pemutusan kandidat didasarkan

serta

masih  memiliki

ini bersifat

atas rekomendasi para elite partai. Dengan
demikian jika hasil analisis divisualisasikan,
maka akan seperti berikut.

EKSKLUSIF

INKLUSIF
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Gambar 5. Proses Pemutusan Kandidat

Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

IV.KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian dan
analisis yang telah dilakukan menggunakan
teori pengorganisasian partai politik milik
Hazan dan Rahat dalam (Katz & Crotty,
2006) dapat disimpulkan jika PPP dan PAN
menggunakan pola rekrutmen politik yang
cenderung mengarah ke eksklusif yang

dicerminkan semisal proses perekrutan
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ditunjukkan bagi masyarakat luas dan
segelintir orang yang memiliki potensi yang
besar
diikutsertakannya petinggi partai politik
dalam perekrutan hingga proses penetapan
Caleg dengan nomor wurut yang akan
mereka bawa pada saat kontestasi politik di
tahun 2019 lalu. Sehingga jika dikaitkan
dengan pendapat (Pamungkas, 2011)
didapati bahwasanya kekuasaan
kedua Partai Islam nasionalis itu masih
bersifat terpusat pada pemimpin atau elite
partai yang ditandai masih terlibatnya
kepengurusan  partai  pusat  untuk
memutuskan suatu urusan pada partai
politik di tingkat daerah. Tidak hanya

untuk memenangkan Pileg, lalu

lokus

demikian, penulis menilai jika proses
rekrutmen Bacaleg perempuan yang
digerakkan oleh kedua Partai Islam

nasionalis ini telah sesuai dengan Pasal 29
ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik yang dicerminkan dengan
dilaksanakannya rekrutmen politik secara
terbuka bagi seluruh masyarakat, baik laki-
laki dan perempuan.
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